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TENTAITG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKA"'IAN DAN PTNANGGULANGAIT
KEIIADIAN IKUTAil PASCA IMUNISASI COVID.19 DAIT PENGUATAN

PROGRAIII IMUNISASI RUTIIT I(ABT'PATEN BARITO SELATAIT
TAIIUN ANGGARAIT 20,22

Menimbang : a.

BUPATI BARTTTO SELIITAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraa.n Imunisasi, dalam rangka pemantauan
dan penanggulangan terhadap semua kejadian ikutan
pasca imunisasi, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja
Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran
2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi COVID-l9 dan Penguatan Program
Imunisasi Rutin Kabupaten Barito Selatan Tahun
Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular;
Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang
Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun L99l tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AL9 kntang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peratrrran Menteri Kesehatan Nomor
ISOIIMENKES/PER/X / 2OLO tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan lilabah dan
Upaya Penangulangan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2Ot3
tentang Penyelenggaraa.n Imunisasi;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}ildn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi C-orana Wnts Disease 2019
(cowD-1e\,

13. Keputusan Direktur Jenderal YzP Nomor HK :

A2.A2/4 / I 12A21 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COWD-19);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2O2O tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2
Tahun 2O2L Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2A22.

HTMUTUSKAIT:

Membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan
Penanggulangan Kejadian Iktrtan Pasca Imunisasi COVID-
19 dan Penguatan Program Imunisasi Rutin Kabupaten
Barito Selatan Tahun Anggaran 2A22, dengan susunan
dan Keanggotaan sebagaimana terantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahlcan dari Keputusan
ini.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU memiliki hrgas sebagai berikut :

a. Melakukan pelacakan kasus Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi yang dilaporkan oleh Puskesmas dan/atau
Rurnah Sakit;

b. Melakukan analisis atas Kejadian lkutan Pasca
Imunisasi tersebut dan merekomendasikan tindak
lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi kepada
Puskesmas dan/atau Rumah Sakit;

c. Melakukan audit kasus Kejadian lkutan Pasca
Imunisasi;

d. Mengkoordinasi hasil audit kasus Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dengan Komite Nasional Pen6kajian
dan Penanggulangan KIPI;

e. Memberikan masukan kepada program terkait di Dinas
Kesehatan l(abupaten Barito Selatan; dan
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f. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) kepada Kelompok Kerja Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi di Kelurahan dan Desa.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat
berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan terkait,
organisasi profesi terkait, serta pihak-pihak lain yang
dipandang perlu.

Uraian tugas masing-masing Kelompok Kerja sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIIilUM
KESATU bertanggung Jawab dan menyampaikan laporan
secara berkala kepada Bupati Barito Selatan melalui
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2A22
dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2O22.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal eS p*t*txe* 2OZz

SELATAN,

:\

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
Up. a. Sekretaris Jendral.

b. Direktur Jendral Otonomi Daerah.
c. Inspektur Jendral.

2. Menteri Kesehatan di Jakarta.
Up. a. Direkhrr Jendral PPP.

b. Kepala Badan Litbangkes.
c. Kepala Subdit Imunisasi Ditjend PPP.

3. Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI Nasional di Jakarta.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Up. a. Kepala Biro Ker,rangal:.

b. Kepala Bagran Hukum.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan.
7 . Masing-masing yang bersanglnrtan untuk diketatrui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.
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LIIMPIRAN I :I(EPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAIT
I{OMOR : 188,45/ 5* I 2ol22
TANGGAL z 3.i, gmh::rrrri 2ol22
TEIYTAITG : PEMBENTUKAil

PENGKA.'IAN
KEII)MPOK KER.,A

DAN PEITAIYGGULITIITGAIY
KE.'ADIAN IKUTAIT PASCA IMUNISASI COVID-
19 DAIT PENGUATAN PROGRAITI IMT'ITISASI
RUTIN I{ABI'PATTil BARITO SEI,ATAN TATIT'IT
ANGGARAN 2C22.

NO. IIAU.A / JABATAN PIOI{OK JABATAIT DALJTU FOIGIA

1 2 3
A. PEISGI'RUS IIYTI POI(,A KIPI

1.

2.

3.

4.

5.

Bupati Barito Selatan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

dr. Dadang Baskoro Nugroho, Sp.PD/ Spesialis
Penyakit Dalam RSUD Jaraga Sasameh Buntok

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan

Sekretaris Dinas Kesehatan Kab- Barito Selatan

Penasehat

Penanggung Jawab

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

B. POILIA.PIOIG,A

1. POIG'A IIT'![AS DAN KIE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan

Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Barito
Selatan

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Kepala Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas
Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Mohammad Haris, SKM, MM/Administrator
Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito
Selatan

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

2. POIGIA MTDIK
1.

2.

dr. Inayah UUah, Sp.PD/ Dokter Spesialis Penyakit
Dalam RSUD Jaraga Sasameh Buntok

dr. Ratna Sari Barus, Sp.A/ Dokter Spesialis Anak
RSUD Jaraga Sasameh Buntok

Ketua

Anggota
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Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Di.ektur RSUD Jaraga Sasameh Buntok

Kepala Puskesmas Buntok

Kepala Puskesmas Baru

Kepala Puskesmas Sababilatt

Kepala Puskesmas Kalahien

Kepala Puskesmas Pendang

Kepala Fuskesmas Tabak Kanilan

Kepala Puskesmas Patas

Kepala Puskesmas Bantai Bambure

Kepala Puskesmas Babai

Kepala Puskesmas Bangkuang

Kepala Puskesmas MengkatiP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ketua

Anggota

Anggota

@tum Setda KabuPaten Barito
Selatan

Kepa1a Seksi Pelayanan Medik RSUD Jaraga
Sasameh Buntok

Kaurdoksik Subbiddokpol/Biddokkes Polres Barito

5. SEKREIARIAT DAIT PEI"AFORAN
Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

ffi/ Pelaksana Imunisasi Dinas
Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Arbayah, S.Kep/ Administrator Kesehatan pada

Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan

Priyanto, A.Md/ Pengelola Pengamatan Penyakit
Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan

Nopriady, A.Md.Kep/ Perawat Penyelia RSUD

SELATAN,

:)

{{rl<iv
/ r-:io
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LAIIIPIRAIT II : KEPUTUSAI$ BI,PATI BARITO SELI\TAIT
ITOMOR : 188.4Sl i* t ZVZT
TANGGAL: 2] 3rei::*.:rr:i ?.*L?.

TElyTAilc: pEMBEnTIIKAIT KELOIEPOK I{ER.'A
PEIYGKA"'IAIT DAN PEITAN(X}T'LAITGAII
IIB'ADIAN IKUTAN PASCA IMINtrSASI GOVID.L9 DAIT PEITGUATAil PROGRAM IMI'IYISASI
RUTIIT KABI'PATTIT BARITO SEI,ATAil TAIII'N
AITGGARAX 2922.

rrRArAIt rucas uasrl$cr-uAsrilG porLrA DAL/UI rELoMnoK
rTR.'A (FOII'AI PEITGKIL'IAIT DAIT PEITAITGGUI-{NGA!5

I{&rAI}rAry IXIITAIS PASCA IUUnISiASTI (pp_Brq
l(AAIrpATFrIt BARI$ SEL,ATAII

TAIIT'IT AITGGARAIT ml22

1. POIUA EITMA,S dqn f,IE
a. Sosialisai KIPI

Menyebarluaskan informasi
lembaga/institusi pendidikan
melalui berbagai media (cetak
dan,
Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, teraasuk di
lembaga/institusi pendidikan dasar (SD, MI, SLB) tentang faktor-faktor
yang menyebabkan KIPI melalui berbagai media (cetak dan elektronik)
berupa leallet, trroster, dll.

b. sosialisasi Pedoman dan Tata Laksana penanganan KIpI
- Menyebarluaskan informasi kepada petugas kesehatan di lapangan

termasuk petugas Rumah Sakit tentang pedoman dan penatalaksanaan
kasus KIPI melalui bukr pedoman, pertemuan dan pelatihan.

c. Hubungan Masyarakat
- Menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat maupun petugas

kesehatan di lapangan tentang pentingnya melaporkan KIpI;
- Menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat, rtaupun petugas,

kesehatan di lapangan tentangjalur pelaporan KIpI;
- Memberikan penlielasan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga dan

rnasyarakat sekitarnya tentang KIPI sehingga keluarga dan masyarakat
tidak mer{adi resa}r (menentramkan lingkrngan}; dan

- Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang
terkena dampak KIPI agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas.

2. POILTA IIFTDIK
a. Penegakkan Diagnosis KIPI

- Mendiagnosa kejadian/disangfa KIPI, apakah kejadian ikutan setelah
dilakukannya imunisasi termasuk dalam kategori KASUS KIPI atau
BUKAN; dan

- Memberikan solusi/alternatif tindakan pada penderita karena KIPI.

b. Penanggulangan Rujukan
- Mengidentifikasi kejadian KIPI, Apakah termasuk KIPI Ringan, Sedang atau

Berat sehingga bisa memberikan solusi apakah harus dirujuk ke Rumah
Sakit atau cukup di rawat di rumalr/Fuskqsmas sada; dan

- Memberikan rujukan KIPI ke Rumah Sakit yang dihfiu.

kepada masyarakat, termasuk di
dasar (SD, MI, SLB) tentang definisi KIpI
dan elektroaik) berupa leallet, poster, dll;
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c. Penenfuan Kausalitas
- Memastikan hubungan, apakah kejadian/kasus KIpI yang terjadi

disebabkan karena pemberian imunisasi atau bukan.
3. FOI{"'A IIIITESHGASI

a. Penentuan Klasifikasi KIPI di lapangan
- Mengklasifikasikan k{adian KIPI di lapangan sehingga diketahui peyebab

KIPI dari KIPI, apakatr terjadi kesalatran program, reaksi suntikan, induksivaksin, faktor kebetulan (koinsiden) atau penyebab lain yang belum
diketahui.

b. Otopsi Verbal
- Ivlelakukan otopsi verbal pada kejadian KIPI yaag sam,pai meninggal duniajika diperlukan.

c. Kelengkapan Data/I"aporan
- Menilai kelengfuapan data kejadian KIPI sesuai dengan format laporan KIpI

yang telah disediakan; dan
- Mengerraluasi laporan KIPI, apakatr termasuk lalroran yang sudah

kadaluarsa atau belum.

4. POIGIA BAIYTI'AIT EI'XUU
a. Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang

terkena dampak KIPI agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas; dan
b. Memberikan bantuan hukum bagi petugas pelaksana imunisasi di lapangan,

apabila ada keluarga atau masyarakat yang sakit/meninggal dunia akibat KIpI
dan melaporkannya kepada pihak yang benradib.

5. SEBREIARIAT den PEI"APIORAII
a. Melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan POKIA HUMAS

dan KlE, POzuA MEDIK, POKJA BANTUAN HUKUM dan POKIA INVESTIGAST;
b. Pengarsipan dokumen POKIA PP-KIPI; dan
c. KIPI yang aeresahkan dan menimbulkan perhatian berlebihan masyarakat,

hams segera direspons dan laporannya segera dikirim langsung kepada
Kementerian Kesehatan cq. Sub Direktorat Imunisasi/Komnas PP-KIpI atau
email : komna$ppkiqi@qrr-rail.qAlq dan data.imr4ni$qsd&:alrqq-.coul, Website :
www.lceamanan vaksin.kemenkes. go.id Pengarsipan dokumen FOKrA PP-KIPI.


